
Menimbang

SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR.+6 TAHUT{ 2025

TENTAtrG

REITCANA STRATEGIS PERANGI(AT DAERAH

I(ABUPATEN KEDIRI TAHT'N 2025,2029

DENGAN RAJIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. balrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentatg Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan sesuai Nota Dinas dari Plt.
Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor
OOO.7.2.2 I 6l I 418.54/2025 tanggal 16 September
2025 hal Rancangan Penetapan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 serta Berita
Acara Nomor OOO.7 .2.2 / 27 70 I 4 L8.54 / 2O2S tanggal
18 September 2O25 tentang Penetapan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-
2029, perlu menetapkan Rencana Strategis perangkat

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-
2029;



c

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungal Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

195O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
442r1;

6. Undarg-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 terrtang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terrLalrg

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor L43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a

menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

1O. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor lL4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSgT)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2Ol9 Nomor 187 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6aA2l;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Afi tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor T3,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

L4. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 61781;

15. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 42, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

16. Penaturan Pernerintah Noneor 13 Tahun 2O19 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AL9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 63231;

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2A25-2A29 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157|;



5

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pemban6gunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

2O. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun 2O19

tentang Sistem Informasi Pemerintahal Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1 1 14);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasilikasi, Kodelikasi dan Nornenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

laa7l;
22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 1419);

24. Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 1O Tahun 2025

tentang Pedoman PenJrusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahw 2025 Nomor 435);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2O2l tentang Hasil Veri{ikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan

Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifrkasi, Validasi

dan Inventarisasi Pernutakhiran Klasifrkasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;



26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024 (l*rr/r,aran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2O19 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaral Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 4 Tahun 2027 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O19-

2O24 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 1O5);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun

2O24 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Talrtn 2O24

Nomor 4 Seri D, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 127);

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun

2O2L tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 202l-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 176);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);

6
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Menetapkan

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun

2O24 tentatg Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O24 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor

1eo);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembarart

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O25 Nomor 2 Seri

D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 132);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-

2029.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

(21 Renstra PD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi

Renstra PD sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Dinas Sosial;

7. Dinas Tenaga Kerja;

8. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa;

12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;



8

13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2O. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

23. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

24. Badan Pendapatan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia;
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah;

27. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

28. Inspektorat;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3O" Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3 1. Sekretariat Daerah;

32. Kecamatan Mojo;

33. Kecamatan Kras;

34. Kecanratan Ngadiluwih;
35. Kecamatan Kandat;
36. Kecamatan Wates;

37. Kecamatan Ngancar;

38. Kecarnatan Pnncu;
39. Kecamatan Plosoklaten;

40. Kecamatan Gurah;
41. Kecamatan P"go;
42, Kecarnatan G,arnpengrejo;

43. Kecamatan Grogol;

44.Kecastatan Papar;

45. Kecamatan Purwoasri;
46. Kecarnatan Plemahan;

4T.Kecamatan Pare;

48. Kecamatan Kepung;

49. Kecamatan Kandangan;
50. Kecarnatan Tarokan;
51. Kecamatan Kunjang;
52. Kecamatan Banyakan;

53. Kecamatan Ringinrejo;
54. Kecamatar,r Ka5ren Kidul;
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55. Kecamatan Ngasem;

56. Kecamatan Badas; dan
57. Kecamatan Semen.

Pasal 2

Renstra PD Kabupaten Kediri Tahun 2O2S-2O29

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran I sampai dengan Lampiran LVII yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa1 3

(U Renstra PD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2025-2029.

(21 Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (U
menjadi pedoman Perangkat Daera_h dalam

pen5rusunal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal 4

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengund.angan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 19 - 9 -2025

BUPATI KEDIRI,
ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
padatanggal19-9-2025

SEKRETAITIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala

Pembina Tingkat I
NIP.19740120 199803 2 406


